
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.707, 2023 KEMENHUB. PNBP. Perubahan. 
 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 44 TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  

PM 92 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA 
PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu 
menetapkan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol 

rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara 
bukan pajak terhadap tarif angkutan perkotaan dengan 

skema pembelian layanan (buy the service) dan tarif 
sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian penjaga 

perlintasan kereta api dinas perhubungan 
kabupaten/kota atau provinsi; 

b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang 

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 

Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, 

dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan 
Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) 

atau 0% (Nol Persen); 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 
Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara 

Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol 
Persen); 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5884); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6584); 
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 
2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara 
Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau  
0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1343) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 
2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara 

Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0%  

(Nol Persen) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 283); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 815);  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Layanan Angkutan 

Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan  
(Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 385); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2021 TENTANG 
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN 
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% 
(NOL PERSEN). 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran II huruf A dan huruf D Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang 
Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 
(Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1343) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dengan: 

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, 

Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 

(Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen)  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1361); dan 
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, 
Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 
(Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 283), 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 

 
Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan 
mengenai pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol 

rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis penerimaan negara 
bukan pajak berupa tarif angkutan perkotaan dengan 
skema pembelian layanan (buy the service) mulai berlaku 

terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023, kecuali Kota Bogor. 
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Agustus 2023 
 

MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
ttd. 

 

BUDI KARYA SUMADI 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 September 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

  ttd. 
ttd. 

 
ASEP N. MULYANA 
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